
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 2 TAHUN  2007

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan  kepentingan  masyarakat  daerah  sesuai  dengan  peraturan
perundangan yang berlaku ; 

b. bahwa  pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk
segera terciptanya pemerintahan yang baik  (good governance) yang
dapat  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui
peningkatan  pelayanan,  peran  DPRD  dan  partisipasi  masyarakat
dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan
serta  potensi  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia; 

c. bahwa  untuk  menciptakan  good  governance  yang  mampu
mempercepat  kesejahteraan  masyarakat  Jawa  Timur  maka
pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien,
ekonomis,  akuntabel,  transparan  dengan  memperhatikan  asas
keadilan, kepatutan  dan  sesuai  ketentuan  Pasal  151  ayat  (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  perlu  ditetapkan  Peraturan  Daerah  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor
2  tentang  Pembentukan  Provinsi  Jawa  Timur  (Lembaran  Negara
Tahun 1950 Nomor 32) ; 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  41,
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3685  )  sebagaimana  telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara  Tahun  2000  Nomor  240,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4048) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan .  Lembaran
Negara Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan  dan
Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan
Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan Perwakilan  Rakyat
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  92,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301) ; 

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Tahun  2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

7. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara  (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400) ; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

9. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548) ; 

10.Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran  Negara  Tahun 2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 4438) ; 
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi  sebagai  Daerah  Otonom
(Lembaran  Negara  Tahun  2000  Nomor  54,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 3952) ; 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran
Negara  Tahun  2000  Nomor  210,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4023); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran  Negara  Tahun 2001  Nomor  108,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 4138); 

14.Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001  tentang  Retribusi
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2001  Nomor  119,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139); 

15.Peraturan Pemerintah· Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  serta  Jumlah
Kumulatif  Pinjaman  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi
(Lemabran Negara Tahun 2003 Nomor48); 

16.Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran  Negara  Nomor  4416)  sebagaimana  telah  diubah  ketiga
kalinya  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2007
(Lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 4712); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  48,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4502); 

18.Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2005  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4503); 

19.Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20.Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575); 
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21.Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor  138,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4576); 

22.Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang  Hibah·
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); 

24.Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang  Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  150,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25.Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan  atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593); 

26.Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 

27.Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

28.Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Pengadaaan  Barang  dan  Jasa  Instansi  Pemerintah
(Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  120);  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 

29.Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2003  tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah; 

30.Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 152 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 

31.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2006  tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 

32.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

dan 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENGELOLAAN  KEUANGAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 

7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Timur. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai
dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

9. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang
meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

10.Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  selanjutnya  disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD,
dan ditetapkan dengan. Peraturan Daerah. 
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